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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya perkawinan dini pada 

masyarakat di Ujung Tanjung meskipun adanya ketentuan baru terkait batas usia 

pernikahan. Disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambah batasan usia nikah calon 

pengantin wanita yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun sempat menyita perhatian 

publik.  Lonjakan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama 

setempat meningkat. Di sisi lain, meminta nasehat dan arahan tokoh agama 

dianggap langkah yang tepat dalam pemecahan masalah. Dengan harapan solusi 

yang didapatnya tidak akan berbenturan dengan norma-norma yang ada didalam 

agama. 

Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat -

analitis dan menggunakan pendekatan sosiologi. Bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang, dan bahan hukum sekunder 

yang digunakan adalah kitab al-Quran dan Hadis, fikih/usul fikih, buku, jurnal, atau 

karya tulis ilmiah dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan yang terkait 

bahan hukum primer. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teori sosiologi pengetahuan yang dirumuskan oleh Peter Ludwig Berger sebagai 

pisau analisis. 

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan. Pertama faktor yang 

melatarbelakangi atau mempengaruhi perkawinan dini seperti pendidikan yang 

sangat rendah, tidak adanya kesadaran untuk bercita-cita tinggi yang berakibat 

putus sekolah, pergaulan bebas dan adat. Kedua, tokoh masyarakat ada yang 

membolehkan perkawinan dini meskipun di sisi lain ada tokoh yang tidak setuju 

atau tidak membenarkan praktik perkawinan dini. Apa yang di sampaikan tokoh 

masyarakat tentang konsep, gagasan dan pemikiran terkait batas usia nikah kepada 

masyarakat, hal itu merupakan bentuk dari Eksternalisasi. Dikatakan Objektivasi 

yaitu apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat berlaku di tengah-tengah 

masyarakat. Terakhir yang terpenting yaitu bagaimana masyarakat menyikapi dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sebagai landasan batas usia nikah, maka itu 

sebagai bentuk Internalisasi. 

 

Kata kunci: Perkawinan Dini, Batas Usia Nikah, Sosiologi Pengetahuan. 
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MOTTO 

ۗ  فاَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًاۙ اِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا   

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 

beserta kesulitan ada kemudahan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B be ب 

 Ta’ T te ت 

 Śa’ Ś es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J je ج

 

 ح

 

Ḥa’ 

 

Ḥ 
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س 

 Syin Sy es dan ye ش 



 

 

ix 

 

 Şad Ş ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ ط 
te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ ظ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G ge غ

 Fa’ F ef ف 

 Qaf Q qi ق 

 Kaf K ka ك

 Lam L ‘el ل 

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W w و

 Ha’ H ha ه

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya’ Y ye ي

B.  Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah ةنس

 ditulis ‘illah علة 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة



 

 

x 

 

Catatan: ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya. 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-Maẓāhib بها لمذا ةنمقار

 

3. Bila ta’ Marbûţah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis t atau h 

 ditulis Zakāh al-Fitr زكاة الفطر 

 

D. Vokal Pendek 

َـــــــ َ  fatḥah a ـــ

َـــــــ َ  kasrah i ـــ

َـــــــ َ  ḍammah u ـــ

 

E. Vokal Panjang 

fatḥah + alif ā جاهلية jāhiliyyah 

fatḥah + alif layyinah/ ya’ mati ā يسعى yas’ ā 

  kasrah + ya’ mati ī كريم karīm 

ḍammah + wawu mati ū فروض furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati Ai بينكم bainakum 

fathah + wawu mati Au قول qaul 

 ditulis Islāmiyyah ةيمإسال
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 a’antum أأنتم

 u‘iddat أعدت

 la’in syakartum متَشكر لئن

 

H. Kata sandang Alif lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyyah. 

 al-Qur’ān القرأن

 al-qiyās القياس

 

a. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’as-samā السماء

 asy-syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 żawī al-furūḍ الفروضَوي ذ

 ahl as-Sunnah السنةَأهل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan 

Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah, hal ini bertujuan 

untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat. Diantaranya yaitu belum 

siapnya wanita menerima keadaan rumah tangga, emosional masih labil dan juga 

ketika belum siap fisik bisa berakibat mengalami keguguran sehingga resiko besar 

adalah perceraian, untuk itu perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai 

sebuah perkawinan.1  

Islam memandang perkawinan sebagai tindakan pengabdian kepada Allah 

sebagai bentuk mengikuti sunah Nabi Muhammad yang didasarkan pada ketulusan, 

tanggung jawab dan ketaatan pada aturan hukum.2 Fenomena perkawinan dini 

masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai budaya atau tradisi dan 

merupakan tindakan yang biasa dan ada suatu kesenangan tersendiri jika anak 

perempuan sudah dilamar dan dinikahkan meskipun belum dewasa. Tidak ada 

larangan menikahkan anak di usia dini serta mereka berfikir bahwa apabila lamaran 

laki-laki itu tidak di terima maka akan berakibat anak perempuannya tidak akan 

 
1Anies Shahita Aulia Arafah Muzaiyanah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Perspektif Maqashid Syariah“, Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, Volume 1, 

No.1 (2021), hlm. 161.  
2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 41. 



2 

 

 

dapat jodoh lagi atau dimaknai sial. Hal ini terjadi karena adat yang tertanam di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat.  

Maraknya perkawinan dini di Ujung Tanjung pada dasarnya didorong oleh 

kebiasaan masyarakat. Sejatinya masyarakat beranggapan perkawinan dini boleh 

saja dilakukan apabila dianggap telah mampu untuk menafkahkan keluarga dan 

memiliki penghasilan (sudah bekerja). Dengan demikian masyarakat beranggapan 

dapat menjadikan alasan  untuk melakukan praktik perkawinan dini tersebut.3 

Karakteristik wilayah Riau yang beragam, termasuk daerah pedesaan dan 

perkebunan yang berimbas memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan 

informasi hingga akhirnya berkontribusi menyumbangkan tingginya angka praktik 

perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau. 

Pasal 7 Bab II UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan 

ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan.4 Perkawinan yaitu perjanjian suci 

untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.5 

Pada lingkungan keluarga seorang anak dilahirkan, dididik, dan diarahkan agar 

menjadi anggota masyarakat yang bertakwa, berteknologi, dan berwawasan 

nusantara.6 Disebutkan tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang 

 
3 Hasil wawancara dengan dukuh Pematang Muawan, April 2023 
4 Syarat-syarat perkawinan yaitu: 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria 19 tahun 

dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 

ini dapat meminta dispensasi kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua 

pihak pria ataupun wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 

orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan 

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 

(6). 
5Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi Pertama, (Jakarta, Prenada Media 

Group, 2016), hlm. 24. 
6Moh. Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, 

(Jakarta: Departemen Agama R.I, 2002), hlm. 12. 
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sakinah, mawadah, warahmah, dimana laki-laki dan perempuan dipertemukan 

dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.7  

Seorang anak sudah dikatakan siap baik secara fisik dan psikisnya apabila  

sudah  memenuhi  kriteria  salah  satunya  adalah  umur, jika belum  memenuhi  

usia  untuk menikah dapat mengajukan  permohonan  dispensasi  kawin yang 

diajukan oleh orang tua masing-masing dan dibuat dalam bentuk permohonan 

(voluntair) bukan gugatan.8 

Pengubahan batas minimal diartikan sudah matang jiwa raganya demi 

melaksanakan pernikahan mendapatkan generasi yang sehat bermutu. Faktor 

terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi, yaitu: faktor ekonomi, faktor 

pendidikan, faktor pengetahuan, faktor budaya terakhir karena faktor tidak 

dikehendaki yaitu MBA (Married by Accident).9  

Setelah berlakunya UU No.16 Tahun 2019 bagi masyarakat yang kurang 

mampu dan tidak mengetahui ketentuan batas usia pernikahan sehingga tidak 

mendaftarkan diri ke Kantor Urusan agama (KUA) karena terhambat oleh faktor 

dana dan terjadilah yang namanya nikah siri, masyarakat menganggap nikah dini 

atau di bawah umur dipandang sah oleh hukum Islam.10 Bahkan kebiasaan dari 

orang tua yang menikahkan anaknya pada rentan usia 13-15 tahun. Jadi, merupakan 

sebuah kewajaran oleh pengaruh lingkungan seperti halnya sering berkhalwat, 

 
7Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia 

(Surabaya: Arkola, 1997), hlm 45. 
8Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, pengajuan 

Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 11. 
9 Nur Avita Frina Oktalita, “Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi”, ADHKI: Jurnal 

Hukum Keluarga Islam, Volume 3, No.2 (2021), hlm. 53. 
10 Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Tanah Putih, 05 Desember 2022.  
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menghindari fitnah, hubungan yang terlalu jauh dan kemampuan untuk 

menyekolahkan anak.11  

Dari data yang di peroleh selama penelitian, menunjukkan terdapat 7 

pasangan kasus pernikahan dini. Informan MS mengemukakan bahwa pernikahan 

adalah solusi dan merupakan kebahagiaan, mereka mempunyai satu orang anak. 

Alasan menikah karena sudah lama berpacaran untuk melampiaskan perasaan yang 

sudah lama timbul saat masih duduk di bangku SMP  dan akhirnya terjadi 

kehamilan di luar nikah dan mengambil keputusan untuk menikah muda atau usia 

masih dini.12  

Data yang tercatat bahwa perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama 

(PA) Ujung Tanjung Pasca di diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 

menunjukkan masih tingginya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang 

diterima. Pada tahun 2018 ada 14 pekara, sisa bulan lalu 1 perkara. Pada tahun 2019 

perkara yang diterima 23 dan berhasil diputus. Perkara di tahun 2020 sebanyak 54 

perkara, berhasil diputus 52 perkara dengan sisa 2 perkara. Tahun 2021 diterima 

sebanyak 84. Hal tersebut berarti sudah terjadi kenaikan yang signifikan.13 Melihat 

budaya masyarakat setempat yang masih muda eksis menjalin hubungan atau 

pacaran, maka lambat laun segera dinikahkan meskipun belum sampai pada umur 

layak. Sangat dikhawatirkan bagi pasangan yang usia belum dewasa serta 

pemikiran yang belum matang menyebabkan penceraian.14   

 
11 Syukri (tokoh adat), wawancara, Ujung Tanjung 04 April 2022. 
12 Hasil penelitian kasus perkawinan dini, wawancara, Ujung Tanjung 04 April 2022. 
13Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, 

Riau. 
14Surya (Ketua), wawancara, Kantor Pengadilan Agama (PA) Ujung Tanjung, Riau, 05 

April 2022. 
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Gambar 1 Grafik perkara dispensasi kawin 

Adanya pembatasan usia boleh melaksanakan pernikahan merupakan suatu 

upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia. Menurut tinjauan psikologis pada 

remaja usian 18 tahun ke bawah kondisi kejiwaannya masih labil serta belum 

mampu memenuhi kewajiban berumah tangga. Sejatinya dengan usia yang masih 

muda, biasanya sebahagian kehidupan remaja masih bergantung kepada orang tua.15 

Perkawinan dini menimbulkan konsekuensi terhadap orang yang 

melakukannya, diantaranya dari beberapa penelitian melirik pada kesehatan 

terhadap perempuan. Perempuan yang belum mencapai umur ideal untuk 

melangsungkan pernikahan, pada akhirnya nanti akan dihadapkan pada kehamilan, 

faktor utama dari kehamilan  adalah kesehatan, baik semasa kehamilan serta saat 

 
15Dadang Hawari, Al-Qur ’an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan (Jakarta: Bhakti 

Prima Yasa, 1996), hlm. 251. 
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melahirkan, jarak kehamilan yang begitu dekat dan gangguan kesehatan lainnya.16 

Perkawinan dini dapat memiliki efek negatif yang serius dan bertahan lama. Ketika 

seorang remaja perempuan hamil, hal ini dapat berdampak signifikan pada kesiapan 

mental, pendidikan, terlihat pada kasus perkawinan dini dengan pasangan yang 

belum siap secara finansial. 

Terjadinya variasi angka batas maksimal seseorang dinyatakan masih di 

bawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang 

konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut 

kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak 

menurut hukum dimaksudkan sebagai “kemampuan seseorang merumuskan 

dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya” sekaligus “mampu 

menyadari akibat hukum yang akan terjadi dari tindakannya itu.17 

Tentu diharapkan juga dengan adanya kenaikan batas usia nikah pada 

perempuan yakni lebih dari 16 tahun dapat mengurangi laju kelahiran dan 

menurunkan resiko kematian pada anak dan ibu, dan juga dapat memenuhi hakhak 

anak sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak beserta 

pendampingan orang tua dalam memberikan akses pendidikan setinggi mungkin, 

sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak. 

 
16Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, and Andari Wuri Astuti, “Pengalaman Pernikahan 

Dini di Negara Berkembang: Scoping Review,” Journal of Midwifery and Reproduction Volume 

4, No. 2 (2021): 94–105. 
17Ade maman Suherman dan J. Satrio, “Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur 

(Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur),” Nasional Legal Reform Program 

(NLRP) Jakarta: 2010), hlm. 8. 
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Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menetapkan beberapa 

konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana 

tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi tersebut, Mahkamah Agung ingin 

menegaskan bahwa bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai 

dimensi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan 

penetapannya.18 Berlakunya budaya masyarakat yang jauh dari harapan untuk 

terciptanya Desa Layak Anak, dengan semakin marak terjadinya perkawinan dini 

dan eksploitasi. Diperlukan partisipasi desa untuk mewujudkannya sehingga 

diperlukan pembentukan Desa Layak Anak, akan berpengaruh besar terhadap 

terwujudnya Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap 

hak-hak anak yang diinginkan.19 

Perkawinan dini dapat terjadi salah satunya tentunya tidak lepas peran serta 

dari tokoh masyarakat atau ulama. Faktor lain penyebab dari terjadinya pernikahan 

dini juga tidak lepas dari  budaya setempat dan juga faktor-faktor lingkungan 

lainnya. Begitu pula prosesi perkawinan itu terjadi tidak hanya dilakukan oleh 

orang tua calon mempelai perempuan sebagai wali nikah, namun tentunya terdapat 

persetujuan ataupun persaksian (sebagai saksi) dari tokoh masyarakat atau ulama.  

Adapun hal lain yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan dini   

yaitu batasan kedewasaan, pengaturan batasan kedewasaan tampak pada Peraturan 

perundang-undangan di Indonesia juga masih belum sinergi. Di sisi lain masing-

 
18Sugiri Permana, Ahmad Zainal Fanani, Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di 

Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya  dan Perma no. 5 

tahun 2019. (Surabaya: 2019), hlm. 3. 
19Ratri Novita Erdianti, “Mewujudkan Desa Layak Anak sebagai Bentuk Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak di Indonesia”, Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, No.2, Oktober 2019, 

305. 
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masing daerah masih menjunjung tinggi adat dan tradisi masing-masing, selain 

adanya pergeseran pergaulan para anak-anak dan remaja yang menjadi 

kekhawatiran orang tua sehingga terlalu cepat untuk mengambil langkah 

menikahkan anak-anak mereka. 

Mengutip dari Yusuf Musa bahwa usia dewasa adalah 21 tahun. Moh. Idris 

umur ideal menikah adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. 

Namun demikian usia belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi 

fisik serta psikis calon mempelai. Jadi, aturan mengenai ketentuan umur dalam 

perkawinan tertera pada Perundang-undangan Muslim Kontemporer 

dikelompokkan menjadi tiga (Negara yang menyamakan umur antara calon suami 

dan istri. Memberikan usia lebih tua kepada calon suami dari pada calon istri. 

Mengatur jarak umur antara calon suami dan istri).20 

Besarnya dampak buruk dari perkawinan usia dini, Khoiruddin menyatakan 

perkawinan usia dini tidak seharusnya dilakukan, karena seorang yang belum cukup 

umur untuk menikah akan menimbulkan kekhawatiran. Kedewasan menjadi 

patokan pernikahan walaupun kitab klasik tidak memperhatikan demikian, tetapi 

seharusnya perlu untuk dikaji kembali mengenai pernikahan dini dari kebolehan 

tersebut, hal ini karena melihat dampak negatif pernikahan dini.21  

Kekhawatiran yang ditimbulkan ketika anak belum cukup umur untuk 

melangsungkan pernikahan, maka berbagai upaya dilakukan untuk mencegah 

 
20Khoiruddin Nasution, Status wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 

2022), hlm. 337-338. 
21Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah Metode Pembaruan dan Status Perempuan 

dalam Hukum Perkawinan, Cet. I, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2009), hlm. 389. 
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pernikahan dini yang dominan kearah negatif. Permasalahan lain ketika anak belum 

cukup umur untuk menikah yaitu pada reproduksi. Reproduksi berpotensi kepada 

kesehatan ibu dan calon bayi nantinya, kesehatan wanita bisa terganggu hingga 

memicu pertengkaran dalam rumah tangga. 

Kedewasaan menjadi tolak ukur melaksanakan pernikahan, sifat-sifat 

seseorang untuk menghadapi permasalahan berumah tangga setelah 

melangsungkan perkawinan akan bertanggung jawab dari kewajibannya sebagai 

suami  maupun istri. Kemudian di lihat dampak dominan dari perkawinan dini yang 

lebih banyak cenderung kearah negatif seperti ksehatan ibu yang melahirkan maka 

pernikahan dini dilarang dan keharusan mencegahnya.22 

Pada dasarnya langkah awal untuk mencegah pernikahan dini yaitu peran  

keluarga dan menekankan kepada budaya yang ada pada wilayah tertentu. 

Kebanyakan masyarakat akan mengikuti kebiasaan yang ada pada wilayahnya, 

sehingga kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah pernikahan dini dan 

tergolong kepada menjaga garis keturunan kedepannya. 

Indonesia memberikan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan di lain 

sisi dengan harapan untuk bias mengurangi angka pernikahan dini. Namun sangat 

dibutuhkan peran orang tua untuk mengontrol pergaulan serta pendidikan yang 

layak bagi anaknya dengan perkembangan remaja yang cenderung kepada 

pernikahan dini. Sehingga pengawasan orang tua terhadap remaja sangat penting 

mengingat pernikahan dini merupakan masalah yang serius dengan harapan kelak 

mampu menegakkan hukum pembatasan usia pernikahan. 

 
22 Ibid., hlm. 390. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berusaha mengkaji dan meneliti 

tentang pandangan tokoh masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap batas usia 

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan melihat fenomena 

maraknya perkawinan dini yang terjadi di masyarakat Ujung Tanjung, Riau serta 

faktor yang mempengaruhi tingginya perkawinan dini pasca diberlakukannya 

regulasi yang baru.  

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa marak terjadi fenomena perkawinan dini di wilayah Ujung Tanjung, 

Riau?  

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap batas 

usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan 

dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai pandangan 

masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap ketentuan usia perkawinan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hingga dipetakan kedalam 

beberapa kategori. 

b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor apa yang 

melatarbelakangi maraknya perkawinan dini di wilayah Ujung Tanjung, 

Riau 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan penelitian secara akademik, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan konstribusi dalam khazanah keilmuan hukum dan bagi 

peneliti selanjutnya sebagai rujukan bahan informasi serta dapat 

digunakan sebagai tolak ukur dalam memberikan kewenangan dalam 

urusan perkawinan, sehingga bisa memperhatikan kemaslahatan dan 

menekan terjadi perkawinan dini.  

b. Kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan 

bagi aparat/penegak hukum, khususnya kepada masyarakat di wilayah 

Ujung Tanjung Riau, Kantor Urusan agama (KUA), dan tokoh masyakat 

termasuk di dalamnya tentang manajemen masjid. Harapannya sebagai 

tambahan ilmu untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang utuh 

demi menghindari perkawinan dini yang masih belum memenuhi 

persyaratan batas minimum usia perkawinan dann besar harapan agar tidak 

terulang perkawinan dini yang dampak negatifnya nantinya bisa berimbas 

pada perceraian. 

D. Telaah Pustaka 

Sudah cukup banyak studi yang dilakukan sekitar perkawinan dini. Hal ini 

menunjukkan perkawinan bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, 

masalah ini seringkali diangkat dalam berbagai seminar, diskusi, bahkan media 

massa. Studi di bidang ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, 

karya yang mengupas terkait aparat penegak hukum dalam mencegah perkawinan 
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dini. Kedua, karya yang membahas terkait peran masyarakat mencegah perkawinan 

dini. 

Berikut digambarkan secara ringkas studi-studi di atas berdasarkan 

pengelompokkan atau kategori- kategori tersebut. Studi-studi yang pertama 

mengupas terkait aparat penegak hukum dalam mencegah pernikahan. Studi Asep 

Miftahuddin, yang membahas program KUA Kecamatan Gedangsari dalam 

mencegah pernikahan.23 Program tersebut berupa pengadaan lomba bagi desa-desa 

yang nihil angka pernikahan , ajakan untuk menunda pernikahan dini dalam bentuk 

lagu “Ayunda si Menik”, mengadakan sebuah pusat informasi dan konseling remaja 

yang bertempat di pusat pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi sekolah, 

mengadakan program bina keluarga remaja dan program kesehatan reproduksi 

remaja. 

Karya lain yang masuk  kelompok pertama adalah Nabila Saifin dalam 

penelitian menjelaskan batasan usia nikah melalui program BKKBN, apakah layak 

untuk dijadikan acuan, kemudian dianalisa menggunakan Maqasyid al-Syari’ah, 

bahwa konteks usia nikah dalam hukum Islam tidak selaras dengan orientasi di 

Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa BKKBN mempunyai alasan dalam membuat 

program pendewasaam usia perkawinan, masalah kesehatan sebagai alasan 

pokoknya, sehingga mengemukakan alasan terkahir yakni alasan aspek 

kependudukan. Dalam usia pernikahan pendewasaan memiliki kemaslahatan untuk 

 
23Asep Miftahuddin, “Efektivitas upaya KUA Gedangsari dalam mengurangi angka 

pernikahan dini Persfektif Maqasyid Syari’ah (Studi di Kecamatan Gedangsari Kabupaten 

Gunung kidul tahun 2015-2017 )”, Tesis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

(2018), hlm. 10. 
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kehidupan manusia khusunya pasangan suami istri. Hal paling pokok pada program 

ini ialah ditinjau  dari Maqasyid al-Syari’ah terkait hifdz al-nasl.24   

Karya Andang terkait perlindungan hak anak yaitu perlindungan terhadap 

kehidupannya yang mencakup segala sesuatu yang ada di dalamnya suatu bentuk 

kegiatan yang akan selalu dapat menjamin dan melindungi mereka agar tetap eksis 

selalu dapat hidup, tumbuh dan juga berkembang serta berpartisipasi atau berperan 

aktif dalam segala hal kegiatannya secara optimal berdasarkan kemanusiaannya 

sesuai dengan harkat dan martabatnya dan menghindari tindakan kekerasan dan 

diskriminasi. Perlindungan terhadap perkawinan usianya yang masih muda, 

meningkatnya perkawinan anak di usia muda sebagian besar disebabkan oleh 

kemiskinan dan juga faktor penyebab pergaulan bebas.25 

Tulisan lain yang masuk kelompok pertama studi yang dilakukan Endah Tiara 

Furi yang mengkaji aspek yang menyebabkan pernikahan  dan penanggulangan 

oleh masyarakat di Gedangsari, bahwa terdapat beberapa alasan terjadinya 

pernikahan  yaitu lemahnya finansial, tingginya keinginan untuk menikah, terdapat 

tempat untuk berbuat mesum. Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan 

berkesimpulan bahwa program yang dilakukan tersebut seiring dengan semangat 

law is a tool of social engineering, yakni mencoba membentuk sikap dan pandangan 

 
24Nabila Saifin Nuha NH, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasyid  

Syari’ah  (Analisa  Terhadap  Program  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga  Berencana Nasional 

Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, Tesis Pascasarjana UIN Malang, (2018), hlm. 8. 
25Andang Sari Fransiska Novita Eleanora, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari 

Perspektif Perlindungan Anak” XIV, No. 1, hlm. 50–63. 
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masyarakat bahwa perkawinan itu dapat dilaksanakan minimal setelah umur 16 

tahun bagi calon istri dan 19 tahun bagi calon suami.26 

Masih masuk kelompok pertama hasil tulisan yang dilakukan Nur Avita dan 

Frina Oktalita, tentang tren ajakan nikah dini di era disrupsi. Tulisan ini mencakup 

materi tentang Nikah dini, penjelasan tentang pernikahan atau perkawinan dini serta 

mengapa terjadi tren ajakan nikah dini di era disrupsi.27 Pisau teori struktural 

fungsional, secara subtansif teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan 

suatu struktur yang diatur oleh sistem, masing-masing komponen terintegarasi 

dengan fungsinya sendiri-sendiri. Trend pernikahan dini dipengaruhi salah satunya 

gerakan yang fokusnya tentang pernikahan dalam Islam yang digandrungi oleh 

banyak remaja juga dipengaruhi beberapa faktor, seperti ekonomi, pendidikan, 

pengetahuan, karena perjodohan ingin melanggengkan hubungan dan juga faktor 

yang tidak dikehendaki yaitu MBA (Married by Accident).  

Karya lain ialah Asep Aminudin,28 pembahasan pada penelitian ini ialah 

mengenai penentuan dan pertimbangan para pihak yang mengedapakan 

dinaikkannya batas minimal usia nikah dan batas usia dewasa ditinjau dari 

Maqasyid Syari’ah.  Metode yang digunakan ialah penelitian normatif dan 

difokuskan pada penelitian bahan-bahan pustaka dan menggunakan jenis data 

kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan para fuqaha dalam 

 
26Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di 

Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi hukum)”, Tesis 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2017)”, hlm 71. 
27Nur Avita Frina Oktalita, “Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi”, ADHKI: Jurnal 

Hukum Keluarga Islam, 3.2 (2021)”, hlm. 56. 
28Asep Aminudin, “Batas Usia Pernikahan Kajian Maqasyid Syari’ah atas  

Pertimbangan Para Pihak yang Mengusulkan Dinaikkan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia”, 

Tesis Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, (2018)”, hlm 22. 
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menentukan usia nikah. Ketentuan terkait UU No 1 Tahun 1974 yat (1) didasarkan 

pada pendapat mayoritas  umat Islam yang banyak nikah  demi menginginkan 

perlindungan hukum perihal usia dalam menikah.  

Tulisan Agatha Jumiati dan Lusia Indrastuti membahas tentang  perkawinan  

dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan, mengupas bahwa 

perkawinan anak  sudah selayaknya dihindari karena untuk menjamin hak-hak 

anak. Banyak kejadian dalam masyarakat dimana perkawinan  terpaksa dilakukan 

karena calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar 

nikah.29 Oleh karena itu, dalam tulisan ini memaparkan rumusan mengenai alasan 

yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikannya 

suatu dispensasi kawin.  

Karya Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan terkait Dampak Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin, bahwa penyebab 

permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin terdapat 

pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin menjadi 

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan.30 Inti poin dari perubahan hukum 

yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan 

dengan batasan usia perkawinan.  

Tulisan yang masuk ke dalam kelompok kedua, karya yang membahas terkait 

peran atau tanggapan masyarakat dalam mencegah pernikahan, diantaranya 

 
29Agatha Jumiati and Lusia Indrastuti, "Perkawinan di bawah Umur dan Akibat 

Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–

952., Vol I. No.1 (2017), hlm 5–24 <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/awpm.v1i1.1932>. 
30 Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan, “Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin”, Tesis Hukum Keluarga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

(2021), hlm 4. 
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penelitian Desliana, Duski Ibrahim, Muhammad Adil mengemukakan upaya 

pemerintah untuk mengurangi pernikahan usia muda sangat ditentukan oleh 

penguatan kerjasama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta 

melibatkan partisipasi masyarakat, media dan dunia usaha secara terstruktur, 

holistik, dan integratif di Indonesia. Secara khusus menjelaskan perkara Dispensasi 

Kawin di beberapa kecamatan kota Palembang pada tahun 2018. Kedua, para tokoh 

masyarakat berpandangan bahwa pernikahan merupakan perintah Allah dan Rasul. 

Dalam Islam, batas usia diperbolehkannya menikah tidak dijelaskan secara rinci 

tetapi Islam menyaratkan adanya kesiapan fisik dan mental.31   

Karya yang masuk kelompok kedua Hani Wulandari, membahas respon 

masyarakat masif terhadap perkawinan usia dini di Desa Bantayan Kecamatan Batu 

Hampar Kabupaten Rokan Hilir tergolong baik. Pengetahuan masyarakat dalam 

menikah di Desa Bantayan bahwa masyarakat masih belum mengetahui bagaimana 

dampak yang akan ditimbulkan apabila anak masih di usia muda sudah dinikahkan. 

Hal itu akan berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, sedangkan 

dalam undang-undang sudah ditetapkan batasan umur menikah pada anak. Menurut 

kesehatan reproduksi usia menikah yang ideal di atas 20 tahun.32 Rendahnya 

kehormatan wanita dan keluarga di mata masyarakat menjadi salah satu respon 

yang timbul pada saat terjadi perkawinan usia dini. Masyarakat menganggap 

pernikahan dini sudah menodai arti dari sebuah pernikahan yang suci. 

 
31 Desliana, dkk, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja 

Etnis Melayu di Kota Palembang”, Intizar, Vol. 27 No. 1 (2021), hlm 17-31.  
32 Hani Wulandari, “Respon Kepala Keluarga Terhadap Perkawinan Usia Dini di Desa 

Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir,” JOM FISIP 6, no. II (2019): 1–13, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBS. 
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Karya lain di kelompok kedua tulisan Nurmala33 yaitu pandangan ulama 

Labuhan Batu Selatan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perubahan batas usia 

perkawinan tersebut belum memenuhi batas usia ideal untuk melakukan 

perkawinan karena usia ideal untuk melakukan pernikahan menurut pandangan 

ulama Labuhan Batu Selatan adalah jika seorang laki-laki telah mencapai 25 tahun 

dan bagi perempuan telah mencapai 21 tahun. Adapun dampak positif dengan 

menaikkan batas usia menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun adalah diharapkan 

dapat meminimalisir kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang hamil di 

usia dini, dapat meminimalisir kasus kematian ibu akibat melahirkan di usia dini. 

Sedangkan dampak negatifnya adalah dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus 

perceraian karena dianggap seseorang belum matang secara pola pikir 

kedewasaannya karena mementingkan ego masing-masing yang dapat berakhir 

kepada perceraian. Sementara relevansinya terhadap teori maqashid syariah dalam 

pembentukan suatu hukum. 

Masih di kelompok yang sama yaitu Wifa Lutfiani Tsani dalam penelitiannya 

tren nikah mudah ini juga didapatkan dari beberapa public figure yang melakukan 

nikah di usia muda memberikan iklan kepada masyarakat akan kesuksesan 

pernikahan pada usia muda. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 baru ini 

melakukan pembaharuan terhadap usia pernikahan, batas usia perkawinan pria dan 

wanita menjadi 19 tahun. Disatu sisi, perkembangan zaman dan pergaulan menjadi 

 
33Nurmala Hayati Rambe, “Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Perubahan 

Batas Usia Perkawinan,” Thesis, 2021, 1–76. 
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pendukung terjadinya nikah muda.34 Namun dalam Al-Quran dan hadis tidak 

menyebutkan secara spesifik tentang batas usia minimum untuk menikah.  

Demikian sejumlah penelitian yang telah membahas seputar perkawinan 

dibawah umur baik dari segi hukum islam maupun perundangan yang berlaku. 

Penulis disini akan lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat terhadap 

fenomena perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau dan menelisik batas usia 

perkawinan khuhusnya pada anak perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan serta anak yang melakukan praktek perkawinan dini, hal ini merupakan 

budaya hukum masyarakat.  Peneliti dalam membedah akan menggunakan teori 

pengetahuan Peter Ludwig Berger yang menekankan pada aspek budaya 

masyarakat, sehingga peneliti berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut. 

E. Kerangka Teori 

Adapun teori untuk menganalisa saling keterkaitannya kehendak, fikiran 

antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam sebuah kelompok 

masyarakat atau lingkungan dapat menggunakan teori Sosiologi Pengetahuan. 

Guna menganalisis permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan teori 

Sosiologi Pengetahuan Peter Ludwig Berger. 

Dalam hal berinteraksi baik individu dengan individu yang lain maupun 

individu dengan lingkungan atau alam, manusia dibekali oleh sang pencipta dengan 

fikiran, perasaan dan juga keinginan atau kehendak. Dengan begitu secara alamiah 

 
34 Wifa Lutfiani Tsani, “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif dan 

Negatif”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 4. No. 2 (2021), hlm. 418.  
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akan terbentuk sebuah kelompok saling terkait satu sama lain dan itulah yang 

dinamakan kelompok sosial. 

Menurut Berger bahwa semua relitas sosial sebagai bentuk interaksi dan 

komunikasi yang berlangsung dimasyarakat yang menggunakan proses yang selalu 

dialami oleh masyarakat yaitu melalui tiga hal, di antaranya eksternalisasi, 

obyektivasi, dan internalisasi. Pada kenyatannya bahwa ketiga momen tersebut 

tidak selalu terjadi dan berlangsung dalam satu kurun waktu yang bersamaan atau 

berurutan, namun masyarakat yang terhimpun dari tiap-tiap individu yang menjadi 

bagian darinya secara bersamaan dibedakan oleh ketiga momen tersebut, sehingga 

dengan begitu secara otomatis analisa kepada masyarakat terkait sosiologi 

pengetahuan harus melalui tiga momen tersebut. 

Sifat dasar manusia diantaranya selalu ingin menunjukkan eksisntensi dirinya 

dengan mencurahkan potensi diri dimanapun manusia itu berada. guna menjaga 

eksistensi, manusia secara terus- menerus selalu mengeksternalisasikan diri dalam 

berbagai aktivitas pada lingkungan sekitar. Manusia pun juga akan selalu berusaha 

semaksimal mungkin agar terjalin konsistensi interaksi antara manusia tersebut 

dengan lingkungan sosialnya. Ekternaslisasi yaitu momen penyesuaian diri sebagai 

naluri dasar manusia untuk menuangkan ide-ide, fikiran serta gagasan dan 

mengekspresikan potensi diri yang dimiliki melalui kegiatan sosial baik itu dari segi 

mental maupun fisik. 

Menurut KBBI arti kata dari pandangan adalah hasil dari perbuatan tertentu 

atau seseorang kemudian diperhatikan, dilihat, atau dinilai. Arti kata pandang 

merupakan perbuatan yang masih tergolong paling sederhana atau mendasar, 
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seseorang hanya memandang atau menilai diri dan dunianya sehingga nantinya 

akan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Fungsi dari pandangan sebagai 

perantara untuk merespon dan menerangkan permasalahan kehidupan yang 

sederhana misalnya mengenai Tuhan, Manusia, atau alam semesta. Jadi pandangan 

dalam penelitian ini bentuk sederhana atau mendasar seseorang untuk menilai apa 

yang terjadi terhadap batas usia perkawinan khuhusnya pada anak perempuan serta 

anak yang melakukan tindakan perkawinan dini, sehingga kata pandangan menilai 

dari segi mendasar atau lazim di sekitarnya.35 

Sedangkan kata pandangan dalam penelitian ini bermaksud bahwa 

masyarakat memberikan penilaian tentang perkawinan dini dengan melihat dari 

kasus sekaligus pengalaman yang sudah terjadi yaitu dari anak yang telah 

melakukan perkawinan. Masyarakat akan memberikan pandangan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi, dengan melihat implementasi Undang Undang Perkawinan 

yang menyangkut tujuan dari perkawinan dan syarat sah dari suatu perkawinan. 

Alasannya, dalam suatu perkawinan pasti memiliki tujuan membentuk keluarga 

harmonis dan terpenuhinya syarat sah, kedua alasan ini menjadi pokok terpenting 

menyangkut kasus perkawinan dini. Pandangan yang diperoleh nantinya 

menghasilkan layak atau tidak layak perkawinan dini terjadi dengan memberikan 

alasan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing individu.  

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan 

kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki 

 
35 Yolanda Ovilia, Agus Satmono A, “Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini di 

Desa Balun Kecamatan  Turi Kabupaten Lamongan”, Kajian Moral dan Kewarganegaraan., 

Volume 08, No. 02 Tahun 2020, hlm. 764 – 778. 
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perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa 

kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini 

menyebebkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga 

masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan 

untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa 

kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping 

tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam 

hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti 

hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di 

samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di 

dalam batas-batas yang layak.36 

Selama perubahan hukum itu responsif dan mengikuti irama hukum yang 

hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan 

masyarakat, sebagai organisme yang hidup. Bahwa hukum akan tetap hidup dan 

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat atas dasar otoritasnya 

sendiri yang bermoral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi 

kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat.37 Kaitannya dengan hukum 

perkawinan di Indonesia, ia juga atas berbagai problem masyarakat. Misalnya, UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Orde Baru, keberadaan Undang-

undang Perkawinan diperkuat dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. 

Problematika yang menjadi tolak ukur keefektivan tentang peraturan Undang-

 
36 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum alam Kerangka Pembangunan di 

Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 40. 
37 Ellya Rosana, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”, Jurnal Tapis (Vol. 9 No. 1 

Januari-Juni 2013), hlm 45. 
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Undang No 16 Tahun 2019 bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan 

oleh 5 faktor, pertama, faktor hukumnya sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. 

Ketiga, faktor sarana. Keempat, faktor masyarakat, dan Kelima, faktor budaya.38  

Pernikahan dibawah umur banyak terjadi, kebanyakan para pelaku adalah 

remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Hal ini akan berdampak 

pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga dan penceraian. Karena pada 

masa tersebut, ego remaja masih tinggi, dilihat dari aspek pendidikan, tidak 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dikarenakan faktor sosial budaya dan 

tingkat pendidikan rata- rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang 

mendukung anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.39 Secara 

keseluruhan, norma­norma kehidupan yang diberlakukan bagi masyarakat adalah 

norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma hukum itu pun 

bagi mazhab sosiologi hukum merupakan kajian yang tidak terlepas dari 

perkembangan, misalnya keberadaan hermeneutika hukum.40 Karena itu, hukum 

yang berkembang dalam masyarakat tidak statis melainkan dinamis. Artinya, 

hukum bukan semata sebagai seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang 

senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat.  

Meskipun telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa di 

dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan seorang 

 
38 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), hlm 8. 
39 Dede Hafirman Said, "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di 

Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai", Tesis, Program Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Medan Sumatera Utara, (2017), hlm. 29. 
40 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Baru dengan Interpretasi Teks, 

(Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 36. 
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melangsungkan perkawinan. Perkawinan bagi anak dibawah umur minimum bisa 

dilangsungkan dengan penetapan pengadilan, orang tua pihak pria dan/atau pihak 

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat 

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.41 

Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan 

kesadaran hukum.42 Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai 

perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang 

sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini 

adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara 

keseluruhan.43 

Perubahan batas usia nikah yang menjadi 19 tahun baik laki-laki ataupun 

perempuan masih membutuhkan energi dan ide bagi aparat hukum untuk membuat 

masyarakat paham dan mengerti arti dari tujuan adanya perubahan batas usia nikah. 

Setelah adanya pemahaman kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap 

peraturan ini ada yang merespon dengan keberatan dan ada yang menerima serta 

paham. Bagi yang belum setuju diakibatkan oleh anggapan dari orang tua yang 

masih kental terhadap budayanya menganggap jika tidak segera dinikahkan maka 

anggapan anak tersebut dianggap tidak laku. Adanya kebiasaan atau adat yang 

menjadi kekhawatiran masyarakat ketika anaknya sudah tumbuh menjadi dewasa 

 
41 Euis Nurlaelawati, Nikah di Bawah Umur di Indonesia: ketentuan Hukum, Praktik 

budaya, dan dampak psikologis dalam keluarga, Makalah disampaikan pada workshop, 

diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUKA Yogyakarta pada 17 September 

2022, hlm. 6. 
42 Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem 

Hukum Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 154. 
43 Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan 

Hukum. (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 3. 
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yang dianggap perawan tua atau tidak laku. Misalnya tidak boleh menolak pinangan 

seseorang pada anak perempuan walaupun masih dibawah umur 19 tahun dan 

disamping itu didorong oleh hukum Islam yang tidak memiliki batasan umur yang 

penting anak sudah layak untuk dinikahkan. 

Perkawinan merupakan hal yang tidak tabu lagi untuk didenganr, setiap 

manusia pastinya berfikir siapa yang akan jadi pasangan hidupnya baik dari pihak 

laki-laki ataupun perempuan. Namun, tergantung personalitas yang menginginkan 

untuk melaksanakan ibadah dengan cara menikah. Karena nantinya dalam rumah 

tangga tidak melulu berbicara cinta, masih banyal perihal yang perlu dipersiapkan. 

Adanya pergeseran budaya, pola pikir dan ekonomi masyarakat dalam berdampak 

pada kearifan keluarga dalam mengelola dan mengatasi konflik. Di masa lalu, jika 

terjadi konflik antara suami-istri, niscaya kerabat, tetangga dan teman turut merasa 

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kehidupan perkawinan yang 

mengalami masalah.  

Budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap 

serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum 

masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), 

tetapi juga perilaku masyarakat. Sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, 

yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. 

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka 

hukum menyangkup struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup 

wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya menyangkup tatanan 

lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-
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hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada 

dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik 

(hingga dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai 

tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua 

keadaan estrim yang harus diserasikan. 

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat 

diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di 

Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan 

juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada 

tempatnya.44 

Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang 

dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas 

usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, 

rentang usiaanya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut 

Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasanya 10-21 

tahun. Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, 

akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

pasal 7. 

 
44 Ibid., hlm. 4. 
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F. Metode Penelitian 

Menurut Peter Mahmud, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukumguna menjawab isu hukum yang dihadapi.45 Metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian 

yang dipilih adalah deskriptif analisis yaitu mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian 

dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil 

kesimpulannya.46 Dengan kata lain Peneliti mencari sumber- sumber data terkait 

pandangan masyarakat Ujung Tanjung, Riau terhadap ketentuan usia perkawinan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

II. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu 

menggambarkan peristiwa yang terjadi,47 kemudian deskriptif analitik berusaha 

mengungkapkan tujuan peneliti guna untuk mendeskripsikan serta menganalisis, 

 
45 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm. 35. 
46 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung, 

Alfabeta, 2009), hlm. 29.  
47 Salim HS dan Erlis Septiana Nuaerbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesisi dan 

Disertasi (Buku II), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.9. 
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menggambarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan selanjutnya menguraikan 

terkait tentang fenomena perkawinan dini pada masyarakat Ujung Tanjung, Riau. 

III. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan 

yang mengkaji dan menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi di masyarakat 

terkait aturan atau norma yang berlaku. Penelitian ini mengkaji terkait pandangan 

masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perkawinan dengan teori Sosiologi pengetahuan Peter L. 

Berger. Melihat budaya masyarakat tentang pernikahan dini, penulis berusaha 

menganalisis pandangan tokoh masyarakat dan melihat faktor apa yang 

melatarbelakangi perkawinan dini sehingga marak terjadi di Ujung Tanjung. 

IV. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti membaginya menjadi dua bagian 

yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya: 

A. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

secara langsung dari objek yang diteliti.48 data tersebut merupakan sumber 

data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan 

mendapatkan data tersebut dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 

dukuh, takmir masjid, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), ketua 

 
48 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 65. 
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Pengadilan Agama (PA), aparat desa, orang tua (keluarga) serta pelaku 

perkawinan dini di Ujung Tanjung, Riau. 

B. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang menjadi data tambahan untuk 

melengkapi data primer.49 Data sekunder ini sangat berguna untuk memperluas 

dan memperkaya spektrum analisis serta argumentasi hukum. Dalam hal ini 

data sekundernya yaitu dokumen-dokumen, sumber-sumber hukum dengan 

mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan jurnal atau media 

cetak dan media lainnya yang berkaitan seputar pernikahan dan pengajuan 

Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung. 

V. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan dengan tiga cara yaitu 

dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam ketiga bagian atau tiga 

pendekatan tersebut peneliti akan menemukan berbagai data yang sekiranya akan 

sesuai dan dapat valid dengan penelitian yang peneliti ajukan. Berikut beberapa 

penjelasan tentang ketiga pendekatan tersebut yaitu: 

A. Observasi 

Sebelum melakukan penelitian, teknik utama dalam pengumpulan data 

adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan. Observasi merupakan 

sebuah metode pengumpulan data dengan cara mengamati, menganalisis dan 

menyimpulkan terkait apa yang disaksikan dan di temukan di lapangan yang 

 
49 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hkum Normatif dan Hukum 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 48. 
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akan dijadikan objek penelitian.50 Dalam hal ini peneliti melakukan observasi 

ke PA, KUA, majelis- majelis pengajian ibu-ibu dan remaja. Hasilnya peneliti 

mendapatkan data-data mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap 

ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

yaitu penyamarataan usia laki-laki dan perempuan. 

B. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara ke lapangan dengan mempersiapkan 

pertanyaan-pertanyaan terkait pandangan masyarakat Ujung Tanjung, Riau 

terhadap ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan alat komunikasi. Peneliti 

mewawancarai para orang tua atau remaja yang melakukan pernikahan, 

mengetahui cerita tentang terjadinya kasus pernikahan dengan mengajukan 

dispensasi kawin. Peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang terlibat 

dalam menekan atau mencegah pernikahan, seperti kepala KUA, kepala 

PUSKESMAS, ketua PA, dukuh, takmir masjid-masjid dan kepala suku di 

Ujung tanjung, Riau. 

C. Interview 

Interviw merupakan salah satu metode yang akan digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, selanjutnya peneliti mengoleksi data dari 

pendapat, perasaan, dari subyek penelitian tentang situasi dengan kata-kata 

 
50 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun 

Langkah demi Langkah Pelaksanaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.52. 
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mereka sendiri terkait ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan.. 

D. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang 

dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content 

analisys.51 Studi dokumen dimaksudkan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan 

hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. 

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan 

mempelajari bukubuku, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian 

lainnya baik cetak maupu elektronik yang berhubungan dengan peristiwa. 

VI. Metode Analisis data 

Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif.52 Data tidak ada artinya jika hanya kita 

letakkan saja, tetapi akan besar makna apabila telah dianalisis. Dengan demikian 

dapat ditentukan betapa pentingnya analisis data, khususnya dalam penelitian 

kualitatif yang sarat dengan pemaknaan. Dalam hal ini data-data yang telah 

diperoleh kemudian dikumpulkan secara utuh. Berdasarkan hasil analisis di tarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta 

yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus. 

 
51 Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. Ke-8, (Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 21. 
52 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rinneka Cipta, 2007), hlm. 58. 
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Pada penelitian kualitatif pertanyaan bisa berbentuk deskriptif, komparatif 

atau asosiatif. Kajian teorinya sebagai pendukung atau penguat data terkait dengan 

pertanyaan penelitian dan terutama gejala yang berkembang di lapangan. 

pendekatannya bisa menggunakan fenomenologis, interaksionisme simbolik 

maupun studi kasus.53 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

A. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data dengan jelas yang 

bersumber dari informan atau partisipan yang sudah diidentifikasi dan 

mendapatkan persetujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.54 

Pengumpulan data pada teknik ini yaitu bersumber dari tokoh masyarakat 

Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang bersedia untuk 

diwawancarai serta diutamakan yang kredibel dan kaya akan informasi yang 

dibutuhkan (information rich). 

B. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data pemilihan data atau merangkum hal-hal yang pokok untuk 

memberikan adalah gambaran yang lebih jelas serta memfokuskan pada hal 

yang penting dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.55 Penelitian ini berusaha memfokuskan pada pandangan tokoh 

masyarakat Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Riau tentang batas usia 

 
53 Mujamil Qomar, Metode Penelitian Agama, Malang: Madani, 2022, hlm. 187. 
54 Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 108. 
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alabeta, 2015), hlm. 336. 
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perkawinan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 untuk menekan rendahnya angka 

perkawinan dini . 

C. Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data adalah proses menampilkan data yang telah diperoleh ke 

dalam sebuah kalimat naratif dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan 

dapat dikuasai sebagai bahan untuk mengambil sebuah kesimpulan yang 

tepat.56 Peneliti berusaha menyajikan data yang diperoleh dari wawancara 

mendalam terkait pandangan masyarakat Ujung Tanjung Kabupaten Rokan 

Hilir, Riau tentang batas usia perkawinan dalam bentuk narasi kemudian 

ditarik kesimpulan yang tepat.  

D. Data Interpretation (Menafsirkan Data) 

Menafsirkan data yaitu mengembangkan ide berdasarkan hasil data yang 

diperoleh dan menghubungkan dengan teori yang lebih luas dan mendalam.57 

Peneliti menafsirkan data-data dengan teori yang digunakan. Teori yang 

digunakan adalah teori Sosiologi Hukum Peter Ludwig Berger . 

E. Data Conclusion (Kesimpulan Data) 

Penarikan kesimpulan merupakan proses analisis dan penyajian data 

untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau intisari dari sebuah penelitian 

 
56 Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, (Surabaya: 

UNESA University Press, 2007), hlm. 33. 
57 Jozef Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, 

(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 128. . 
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yang tertuju atau berdasarkan kepada rumusan masalah serta relevan dengan 

fokus penelitian dan tujuan penelitian.58 

G. Sistematika Pembahasan 

Studi ini memiliki 5 (lima) bab, dengan beberapa sub-bab yang menjelaskan 

secara rinci setiap topik. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sistematika 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

Bab pertama, akan memberikan informasi latar belakang tentang topik 

perbedaan antara apa yang diterima dan apa yang seharusnya. Kemudian 

dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, yang terbagi menjadi kajian-kajian teori membahas tinjauan 

umum tentang perkawinan, di dalamnya dijelaskan tentang Batas usia menikah 

menurut Hukum Islam meliputi teks-teks ayat Al-Quran, hadits-hadits dan 

berdasarkan Fiqh mazhab dan Hukum Positif .  

Bab ketiga, membahas terkait profil penelitian yang meliputi keadaan 

geografis dan demografis, Kondisi Sosial dan pendidikan, praktik perkawinan dini 

di Ujung Tanjung, Riau.  

Bab keempat, membahas tentang keterlibatan pandangan tokoh masyarakat 

Ujung Tanjung terhadap perkawinan dini terkait ketentuan usia perkawinan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 

 
58 Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif, hlm. 33, 

(Surabaya: UNESA University Press, 2007).  (Surabaya: UNESA University Press, 2007). hlm. 

41. 
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Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta faktor-faktor penyebab tingginya 

perkawinan dini di wilayah Ujung Tanjung, Riau. 

Bab kelima, merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dari penelitian 

serta saran, disertai daftar pustaka. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada fokus penelitian tesis terkait Perkawinan dini 

yang marak terjadi di Ujung Tanjung, dapat disimpulkan beberapa temuan untuk 

menjawab rumusan yang ada, sebagai berikut: 

Pertama, faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi perkawinan dini 

seperti pendidikan yang sangat rendah, tidak adanya kesadaran untuk bercita-cita 

tinggi yang berakibat putus sekolah, pergaulan bebas dan adat. Lonjakan pengajuan 

permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama meningkat. Maraknya 

perkawinan dini di Ujung Tanjung meskipun adanya ketentuan baru terkait batas 

usia pernikahan. Disahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi 

dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan menambah batasan usia nikah calon 

pengantin wanita yaitu dari 16 tahun menjadi 19 tahun sempat menyita perhatian 

publik.   

Bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan suatu proses 

pemahaman terhadap fiqih di mana hal ini sangat berguna untuk memberikan 

pemahaman secara mendalam bagi calon pengantin terhadap aturan hukum tentang 

keluarga yang dengan perubahan batas usia tersebut diharapkan konflik dalam 

rumah tangga dapat diminimalisir seiring dengan tinggak kedewasaan dan 

pemahaman terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengantin 

ketika telah menjadi sepasang suami dan istri. 

Kedua Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat ada yang 

membolehkan perkawinan dini atau setuju dan juga tokoh masyarakat ada yang 
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tidak membolehkan atau tidak membenarkan praktik perkawinan dini. Di sisi lain, 

meminta nasehat dan arahan tokoh agama dianggap langkah yang tepat dalam 

pemecahan masalah. Besar harapan solusi yang didapatnya tidak akan berbenturan 

dengan norma-norma yang ada didalam agama. 

Apa yang di sampaikan tokoh masyarakat tentang konsep, gagasan dan 

pemikiran terkait batas usia nikah kepada masyarakat, hal itu merupakan bentuk 

dari Eksternalisasi. Dikatakan Objektivasi yaitu apa yang disampaikan oleh tokoh 

masyarakat berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terakhir yang terpenting yaitu 

bagaimana masyarakat menyikapi dan mengaplikasikan dalam kehidupan sebagai 

landasan batas usia nikah, maka itu sebagai bentuk Internalisasi. 

B. Saran 

Kajian ini perlu untuk dikembangkan dan dilengkapi dengan berbagai macam 

perspektif untuk mampu dianalisis secara mendalam dan rinci. Dunia kampus dapat 

mendorong mahasiswa untuk menumbuhkan riset yang berbasis kolaborasi dari 

keragaman jenis ilmu tidak hanya perkawinan dini yang di pandang dari sudut 

Hukum Islam dan Hukum Positif tetapi juga mampu dikaitkan dengan jenis bidang 

ilmu lainnya. 

Pada dasarnya langkah awal untuk mencegah perkawinan dini yaitu betapa 

pentingnya peran keluarga dan budaya yang ada pada wilayah tertentu. Kebanyakan 

masyarakat akan mengikuti kebiasaan yang ada pada wilayah tersebut, sehingga 

kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk mencegah perkawinan dini dan tergolong 

kepada menjaga garis keturunan kedepannya. 
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Ketika melakukan sesuatu kita harus melihat dan menanamkan nilai-nilai 

dasar serta meyakini bahwa sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita 

harapkan kedepannya, begitu juga dalam perkawinan kita harus mempunyai 

kesiapan baik jasmani dan rohani guna mendapatkan predikat keluarga bahagia 

sakinah mawaddah warahmah. Sehinnga perkawinan dini tidak menjadi sesuatu 

yang lumrah karena tidak adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan 

batasan usia perkawinan, harapannya agar terbentuk keluarga yang tangguh dan 

pemberian dispensasi oleh Pengadilan yang dirasa mampu untuk diperketat. 

Dukungan pemerintah dalam upaya pencegahan diimplementasikan 

setidaknya ke dalam dua kebijakan nasional. Pertama, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Pelindungan Anak memasukkan indikator perkawinan anak sebagai 

salah satu indikator kunci untuk Kota Layak Anak. Kedua, Bappenas melalui 

dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak meletakkan pencegahan 

perkawinan anak sebagai salah satu kunci ketahanan.
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